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Satu Warga Rl Menanggung
Rp23 J:uta Utang Pemerintah
JAKARTA - Utang peme-
rintah diketahui terus naik
setiap tahun. Indonesia me-
mang masih mengandal-
kan utang sebagai salah
satu sumber pembiayaan
negara.

Tahun ini sendir! berda-
sarkan catatan Kemente-
rian Keuangan, utang pe-
merintah pada akhir bulan
Mei 2021 sebesar Rp6.418
triliun. Jumlah itu disebut
naik secara yea.r on.yeai
namun tu.run dari April.

"Posisi utang Pernerin,
tah per akhir Mei 2021 ber-
ada di angka Rp 6.418,15

triliqn. ddngan rasio.utang
pemerintah terhadap PDB
sebesar 40,49%," tulis Ke-
menkeu dalam laporan
APBN Kita Juni 2021, diku-

tip Selasa (2916/2021.).
Jika dibandlngkan de-

ngan sejak awal Presiden
Joko Widodo [Jokowi) men-

Bersambung ke Hlm A-7

satu warga Rl ..: 
,

jabat periode 2014-2018, utairg peme-
rintah memang terlihat deningkat- Per
Jt i 2018 utang pemerintah tercatat
Rp4.253,02 trilim atau tumbuh 12,517.
secara year on year (yoy); Rasio utang
terhadap PDB saat itu sebesar29,747".

Bagaimana jika semua utang peme-
rintah diasumsikan akan ditanggug
oleh seluruh rakyat Indonesia? Berapa
jumlah uang yang dilrebankan masing-
masing orang?

Berdasarkan Data Sensus Penduduk
2020 dan DaxaAdministrasi Kependq-
dukan 2020 yang dirilis Badan Pusirt
St3 I istik { B PSl. jumlah pendudu}c Indo-
nesia ada sebtryak 271.349.889 jiwa.

lVaka, jumlah utang perirerintah
sebesar Rp6.418,15 triliu dibagi de-
ngatr jumlah penduduk sebanyak

271.349.889 orang. Hasilnya, masing-
masing orang menanggung utang
sebese Rp23,6 iuta.

Namun, Stafsus Menteri Keuangan
Bidang Komunikasi Strategis Yustinus
Prasiowo pernah mengatakan bahwa
setiap utmg pemerintah tentutva akan
menjadi beban negara. Utang itu akan
dibayai: 0leh pemerintah melalui
pemasukan dari kegraran ekonomi
termasuk pajak. -

"Faktaiya yang bayar utang itu ya
negara. Dari mana? Dari aktivitas eko-
nomi yang-terus bertambah. Lalu ada
paiak di sana sebaqian untuk mplunasi
itu," terangnya dalam webinar KSP
Mendengar, seperti dirvartakan deri,t-
@mr'

Diingatkan
Sebelumn;ra, Wakil Ketua MPR Rl

Syariel Hasan meripertanyakan per-

nyataail Presiden .lokowi terkait dengal
Itasil audit Badan Pemedksa Keuangan
(BPKJ Rl terhadap kondisi pengelolaan
utang iuar negeri milik Indonesia. Per
April 202 :l saja, Kementerian Keuangil
mencatat utang pemerintah telah
mencapai Rp 6.527.29 triliun atau
41,18% terhadap PDB.

HaI tersebut memluat BPK khawatir
terhadap kemmpuar Indonesia mem-
bayar ulang dan bmga. Penilaian Bl'K
terhadap tren penffi$ahan utmgpeme-
rintah yang imlahnya semakin mem-
benglak dan belpotensi gagal bayan

Sebagai iembaga Audit Pemerintah,
la njut Syarief. scharunya rekomendasi
BPK tersebut menjadi pertimbangan
Pemedntah ke depan. Ia menilai per-
nyataan Preslden Jokowi tidak mencer-
minkan Londisi ekonomi Indonesia
yang hari ini sedang lesu, bahkan

cenderung nemburuk.
''Ekonoroi rnasih berada di bawah

minus dan masih resesi, ditambah
utang luarnegeil yang terus membeng-
kak. tetapi Pemedntah malah mengang-
gapnya sebagai kondisi yang aman,"
ungkap Syariefl

Anggota Majelis Tinggi Partai De-
mokrai id menyebutkan, pengelolaan
keuangan negara pada Kuartal II-2021
semakin memprihatinka.n. Ia juga me-
ngirgatLan p,'nreririrah tcrkair koldisi
keuangan dan PDB Indonesia yang
sangat lirrpang dengan utang luar
negeri.

"Tren pertumbuhan utang luarnege-
ri ditambah bunga utang, jauh meiam-
paui tren pefiumbuhau Produk Domes-
tik Bluto dan penerimaan negara
sehingga sangat bcrbahaya terhadap
Indonesia," ungkap Syarief Hasan.

Dia juga renyebut, rasio utang luar
negeri terhadap Produk Domestik Bruto
{PDB) hampir mencapai 42ol. dan men-
dekati batas maksimal yang disebutkan
di dalam tJtl Keuangan Negara.

"Tahun lalu, rasionya masih 37%,
lalu.merangkak 38,5%, dan kini telah
mencapai 41,64%. Kondisi ini menun-

jukkan perrgeiolaan ui:ang irrJ,rrt:rirr
sangat bruuk, tetapi I'er,erjrrlii i.iili:i!
menganggapn!a anan sz j:1.- li:gir;:i;
Syarief Hasan.

Syarief Hasan juga nenginliatktrir
Pemerintah untuk mcDrp€rhatili3!
rekomendasi BPK Rl dan ii\,i!- scbat ,

lembaga 1'ang kompeten dillarii uu:i:,
keuangan-

"Indikajor kerertanan utang tahr$
2020 lndonesia berasal d0ri h0sjl k rj;, il

BPK yang menyebut melampaui h;;;rir
rekomendasi Internalional Molelar _f

Fwd (!IlFldan lnldrnati"r:il lJ{ i't li.
lief (lDR).'jelasnya.

Sebagai iembagaAudit Kenenlcriii, i,'

lembaga ltl yang dibentuk br:iilryari,,r'r
Undatrg undang, maka seharu-riit.
semua pendapat BPK dideugu d|!i.
dilaksanakan. Iitang sehan6r"l:4 ilii::l
jadi prioritas Pemerinlrlr ir:rtul: ciL", .r

dengan l:aik.
"Pemeriniah hafus Ie:geltia eii+r.;

mi dengan llaik. Pemerintab ha nr:r:

fokus menyeiesaikan inasaliilr ajr)!!ai'i',
yang scmrkrri ncnlprilratilri(iu) ir,.
utama alialasi senrbari n€ngrrtijir.
pereLonorniar, rasiona.l yur,g lr;rl
masih resesi." tutup Srarici- f)


